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T E N T A N G PETUNJUK

P E L A K S A N A A N
P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N P U R W O R E J O

NOMOR 7 T A H U N 2008 T E N T A N G T ATA CA RA P E N C A L O N A N , P E N G A N G K A T A N ,
I n r ' V ' r , » / * » - ! r - t m rn u r» ! - " » , » : • 'RANGKAI DESA

BUPAT! PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7

Tah un 2008 tentang Tata Cara Pencalonan , Pengangkatan ,
Pelantikan dan Pemberhent ian Perangkat Desa telah
diundangkan dan ber laku untuk seluruh wi layah Kabupaten
Purworejo;

b. bahwa untuk kelancaran dan ketert iban pelaksanaan, perlu
diatur dan di tetapkan petunjuk pelal , a;

c . bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf u, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupat i tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Purwore jo Nomor 7 T ahun 2008 tentang Tata
Cara Pencalonan , Pengangkatan , Pelant ikan dan
Pemberhent ian Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tah un 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembar an Negara Republ ik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tam bah an Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah
Dua Kali Diubah, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembar an Negara Republ ik Indones ia Tahun 2008
Nomor 59, T am bah an Lembaran Negara Republ ik Indonesia
Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerin tah Nomor 72 T ahun 2005 tentang Desa
(Lembar an Negara Republ ik Indonesia Tahun 2005 Nomor
158, T ambah an Lembaran Negara Republ ik Indonesia
Nomor 4 5 8 7 ) ;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerin tahan antara Pemer intah ,
Pemerintahan Daerah Povins i dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / kota (Lembar an Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tam bah an Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perubahan atas Peraturan Menter i Dalam Negeri
Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris D e r a
menjadi Pegawai Negeri Sipil .

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun
2006 tentang Pedoman Susunan Organisas i dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa (Lembar an Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2006 Nomor 2) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun
2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembar an
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 3) ;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun
2008 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan ,
Pelantikan dan Pemberhent ian Perangkat Desa . (Lembar an
Daerah Kabupaten Purworejo Tah un 2008 Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun
2008 tentang Urusan Pemer intahan Daerah Kabupaten
Purwore jo (Lembar an Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2008 Nomor 4);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : P E R A T U R AN BUPATI T E N T A N G P E TU NJU K P E LA K S A N A A N
PERATUR AN D A E R A H K A B U P A T E N P U R W O R E J O N OM OR
7 T A H U N 2008 T E N T A N G TA T A C A R A P E N C A L O N A N ,
PENG ANG KAT AN , PE LANTIK A N DAN P E M B E R H E N T I A N
PERANG KAT DESA.

BAB I KETENTUAN

U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2 Pemer intah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3 Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.



5. Kecamatan adalah wi layah kerja Cam at sebagai Perangkat Daerah
Kabupaten.

6. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memil ik i batas-batas

wilayah yang berwenang untuk mengatu r dan mengurus kepent ingan
masyaraka t setempat , berdasarkan atas asal usul adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormat i dalam sistem Pemer intahan Negara Kesatuan
Republik Indones ia dan berada di Kabupaten Purworejo.

8. Pemer in tahan Desa adalah penye lenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepent ingan masyarakat setempat berdasarkan atas asal usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormat i da lam Sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republ ik Indonesia di Kabupaten
Purworejo.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara pemer intahan desa.

10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
1 1 . Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah

lembaga yang merupakan perwujudan demokras i da lam penyelenggaraan
pemer intahan desa sebagai unsur penye lenggara pemer in tahan desa.

12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan
Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Tata Cara
Pencalonan, Pengangkatan, Pelant ikan dan Pemberhent ian Perangkat
Desa.

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan yang dibuat oleh
BPD bersama Kepala Desa.

14. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka
pelaksanaan Peraturan Desa.

15. Keputusan Kepala desa adalah peraturan perundang undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka
pelaksanaan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

16. Perangkat Desa adalah Sekretar is Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
17. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang diisi dari Pegawai Neger i Sipil

yang memenuh i persyaratan.
18. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepa la Urusan, Pelaksana Teknis

Lapangan dan Kepala Dusun.
19. Dusun adalah bagian wi layah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan

kesatuan wi layah dan penduduk yang dipimpin Kepala Dusun.
20. Panit ia adalah Panit ia Pengangkatan Perangkat. Desa Lainnya.
2 1 . T im Penguj i Calon Perangkat Desa Lainnya yang selanjutnya disebut Tim

Penguj i adalah Tim yano dibentuk oleh Panit ia untuk melaksanakan ujian
tertulis serta menetapkar. per ingkat nilai dari hasil ujian tertulis di tambah
nilai pengabdian.

22 .T im Pengawas dan Fasilitasi ada lah T im Pengawas dan Fasilitasi
Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya yang dibentuk di t ingkat kecamatan
dengan Keputusan Camat.

23. Baka l Calon Perangkat Desa Lainnya yang selanjutnya disebut Bakal Calon
adalah warga desa yang mengajukan lamaran tertulis kepada Panitia untuk
dapat diangkat sebagai Perangkat Desa Lainnya.



24. Calon Perangkat Desa Lainnya yang selanjutnya disebut Calon adalah
Bakai Calon yang berkas lamarannya dan semua persyaratan dinyatakan
oleh Panit ia telah memenuh i persyaratan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang ber laku dan di tetapkan dengan berita acara
penerapan calon.

25. Calon yang dapa t diangkat menjad i Perangkat Desa Lainnya adalah Calon
yang mendapa t peringkat nilai tert inggi dar i nilai hasil ujian tertulis yang
di laksanakan oleh Panit ia d i tambah nilai pengabdian di Desa yang
bersangkutan.

26. Penjar ingan adalah suatu upaya yang di lakukan Panit ia untuk mendapatkan
Bakal Calon.

27. Penyar ingan adalah peneli t ian yang di lakukan Panit ia terhadap identitas dan
seluruh dok um en berkas lamaran yang diajukan pelamar.

28 .T ok oh masyaraka t adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh
pemuda dan para pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan.

29 Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat
sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam

• mem berdayak an masyarakat .
30. Unsur Pimpinan Lembaga Kemasyaraka tan yang ada di Desa adalah Ketua

atau Wak i l Ketua atau dengan sebutan lain untuk Lembaga
Kemasyarakatan yang resmi dan sah sesuai peraturan perundangan yang
berlaku yang ada di Desa yang bersangkutan.

BAB II

P E N G A N G K A T A N P E R A N G K A T DESA LAINNYA

Pasal 2

(1) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga ) bulan sebelum masa jabatan
Perangkat Desa Lainnya berakhir, Pemerintah Desa mengadakan rapat
koordinas i bersama BPD untuk membah as dan merencanakan pengis ian
Perangkat Desa dengan berpedom an pada Peraturan Desa tentang
Susunan Organisas i dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan peraturan
perundang-undangan yang ber laku.

(2) Mater i Pembahasan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain mengena i pers iapan menyangkut pembentukan panitia, t im
penguj i , biaya serta mekanisme pelaksanaan pengis ian perangkat desa
lainnya.

(3 ) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa
Lainnya harus mendapat izin tertulis dari Ketua BPD.



Pasal 3

(1) Dalam jangka waktu paling lambat 6 (ena m) bulan sejak terjadinya
kekosongan jabatan Perangkat Desa Lainnya, Kepala Desa harus segera
mengadakan pengis ian.

(2) Dalam melaksanakan pers iapan pengis ian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) , Kepa la Desa melakukan koordinas i dan konsul tas i dengan BPD
dan Camat.

(3) ApaOila dalam jangka waktu 6 (ena m) bulan belum dapat melakukan
pengis ian karena alasan yang dapat d iper tanggungjawabkan, setelah
me'akukan koordinas i dan konsultas i sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) , Kepala Desa dapat menunda pengis ian untuk paling lama 1 (satu )
tahun sejak adanya kekosongan jabatan.

(4) Selama terjadi kekosongan jabatan, maka tugas Perangkat Desa Lainnya
sebaga imana dimaksud pada ayat (3) , ber laku ketentuan dalam Pasal 27
ayat (2) , ayat (3) , ayat (4) dan ayat (5) Perda .

BAB III

P E M B E N T U K A N PANITIA DAN TIM PEN GU JI

Pasal 4

(1) Panit ia dibentuk oleh Kepala Desa.

(2) Keanggotaan Panit ia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , terdiri dari :
a Ketua merangkap anggota
b Sekretaris merangkap anggota
c Bendahara merangkap anggota
d Beberapa anggota sebagai seks i (misaln ya Seks i Pendaf taran, Seks i

Per lengkapan, Seksi Dekoras i dan Dokumentas i , Seksi K eamana n ,
Seksi Konsums i dan lain-lain), yang disesuaikan dengan kebutuhan
dan kondis i desa.

(3) Kepala Desa dan Ketua BPD tidak diperbolehkan duduk sebagai Panit ia.

(4) Hasil pembentukan Panit ia di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
dan di laporkan kepada Bupati melalui Camat.

(5) Dalam hal setelah di tetapkan ternyata anggota panitia mempunya i
hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) Perda
atau mencalonkan diri sebagai perangkat desa lainnya, maka yang
bersangkutan harus mengundurk an diri dan diberhent ikan sebagai
anggota Panit ia oleh Kepala Desa.

(6) Pemberhent ian anggota < panit ia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ,
harus segera ditindak lanjuti oleh Panit ia dengan mengusu lkan calon
anggota Panit ia penggant i kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai
anggota Panit ia.



Pasal 5

(1) Setelah Kepani t iaan terbentuk, Ketua Panit ia segera mengadakan rapat
pers iapan dengan pokok bahasan perencanaan kegiatan, antara lain
menetapkan T im Penguj i , meny usun Tata Tert ib , Jadwa l Kegia tan dan
Rencana Anggaran Biaya.

(2) Tata Tert ib, Jadwal Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya di tetapkan
dengan Keputusan Panitia dan disahkan oleh Kepa la Desa.

Pasal 6

M\ T ; p - o e p q L : j i cjibentuk oleh Panit ia dan ditetapkan dengan Surat Keputusan

r ' a n i i i o .

(2 ) T im Penguj i sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , terdiri dari 3 (tiga )
orang yaitu :
a seorang Ketua merangkap Anggota.
b seorang Sekretaris merangkap Anggota, dan
c seorang Anggota

(3) Pembentukan T im Penguj i d i lakukan melalu i Rapat Panit ia.

(4) Anggota T im Penguj i t idak mempunya i hubungan keluarga sampai deraja t
pertama dengan Bakal Calon m aupun istri / suami Bakal Calon.

Pasal 7

(1) Penanggungjaw ab pengisian Perangkat Desa Lainnya adalah Kepa la
Desa.

(2) Proses pengisian Perangkat Desa Lainnya sejak penjar ingan sampa i
dengan pelant ikan calon yang dapat diangkat , d i lakukan oleh Panit ia yang
ber tanggungjawab kepada Kepala Desa.

(3 ) Dalam hal setelah di lakukan perpan jangan waktu pendaftaran ternyata
tidak ada yang mendaf tarkan dir i , maka Panitia dan T im Penguj i dapat
d ibubarkan setelah manyampa ik an laporan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 8

(1) Pengawasan terhadap proses pengangkatan Perangkat Desa Lainnya
di lakukan oleh Tim Pengawas dan Fasilitasi t ingkat Kecamatan.

(2) Susunan keanggotaan dan jumlah anggota serta tugas Tim Pengawas dan
Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana
diatur dalam Pasal 10 ayat (1) , (2) dan (3) Perda.



BAB iV

P E N C A L O N A N P E R A N G K A T DE SA LAINNYA

Pasal 9

(1) Bakal Calon dalam mendaf tarkan diri kepada Panit ia, wajib mengajukan
surat lamaran yang di lengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 Perda, yaitu :
a Surat pernyataan taqwa kepada T uh an Yang Maha Esa.
b Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasi la sebagai Dasar

Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republ ik Indonesia T ah un
1945 dan Negara Kesatuan Republ ik Indonesia serta Pemer in tah,

c Foto copy ijazah terakhir yang dilegallisir atau Surat Keterangan Tamat
Belajar SLT P yang dikeluarkan oleh sekolah atau instansi yang
berwenang,

d Foto copy Akte Kelahiran yang dilegalis ir,
e Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir,
f Foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir
g Surat keterangan Dokter Pemer intah.
h Surat Keterangan dari Kepala Desa berupa Surat Pengantar untuk

mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepol is ian,
i Surat Keterangan Catatan Kepolis ian dari Kepol is ian,
j Surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak

pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima ) tahun dari
Pengadi lan Neger i ,

k Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan
pengadi lan yang telah mempunya i kekuatan hukum tetap.

I Surat Keterangan terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat
tinggal d i desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (ena m) bulan
berturut-turut dari Kepala Desa.

m Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah di tetapkan
menjadi calon.

n Surat Pernyataan Pengabdian diri kepada desa yang diketahu i Kepala
Desa, bagi calon yang mempunya i pengabdian sebagai pengurus
Lembaga Kemasyarakatan di desanya atau sebagai pengurus
BPD/Baperdes.

o Persyaratan lain yang di tentukan Panitia sesua i adat- ist iadat yang
diatur da lam peraturan desa.

(2) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o dapat
d ipergunakan sebagai Dahan pert imbangan penetapan menjadi calon.

(3) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ), misalnya untuk
Pelaksana Teknis Lapangan K aum berupa :
a. k em ampu an praktek memimpin doa;
b. k emam pu an praktek mem baca dan menul is Alquran;
c. k em am pu an praktek mengurus jenazah.

(4 ) Surat lamaran dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
d'sampaikan iangsung oleh bakal calon kepada Panitia selama masa
pendaf taran.



e r

i Apabi la sampa i batas wakt u penutupan pendaf taran ternyata tidak ada
pelamar , maka dapa t diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2
(du a) kali 15 (li ma belas) hari.

I Apabi l a setelah perpanjangan wakt u sebaga iman a dimaksud pada ayat (5)
tetap tidak ada pelamar, maka ber laku ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) ,
ayat (3) , ayat (4) dan ayat (5) Perda.

Pasal 10

O o n , , d u k D e * a W araa Necara Reoubl ik Indonesia yang berpendidikan
S-S v T r , r ,~ : , ~ ~ : cv>V- ^ t a ^ a ca^ . atau van§ sederajat da n
tca/rer iarar " c a c a t -e-aV3 $efca$a Pvka. Oa.cn VY;*n$K* t t Y s a

a rnenyerar.Kar, surat \ete:a>$a' U v t f , $ x . - $ * v o V * a \ > a ^ a-'»v*\a
yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah tamat pendivukan
sekolah lanjutan t ingkat pertama dan/ atau yang sederajat.

b surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus
diterbitkan oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau
yang sederajat tempat yang bersangkutan menamatkan
pendid ikannya.

c surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus
mendapatkan pengesahan dar i Dinas Pendidikan atau instansi lain
yang berwenang untuk itu.

d Apabi l a sekolah yang dimaksud pada huruf a dan b sudah tutup, surat
keterangan tamat atau surat keterangan lain dikeluarkan oleh Dinas
Pendidikan atau instansi lain yang berwenang untuk itu.

(2) Bagi Baka l Calon yang berpendidikan Tamat Seko lah Lanjutan Tingkat
Pertama dan / atau yang,sedera ja t dan tidak Peri jazah, maka persyaratan
sebaga imana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c Perda, dapat digant i
dengan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .

BA B V

NILAI B OB OT PEN GA BDIAN

Pasal 11

(1) Penetapan besaran nilai bobot pengabdian di lakukan oleh Panitia
berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Perda.

(2) Dalam hal Calon mempunya i pengabdian lebih dari satu jabatan
kepengurusan pada masing mas ing t ingkat kepengurusan, maka nilai
bobot pengabdian yang diber ikan paling banyak 15 (lim a belas).



(3) Standar pedoman nilai bobot pengabdian di tetapkan dengan kriteria
sebagai ber i ku t :
a pengabdian sebagai pengurus B PD / Baperdes , LKMD, PKK Desa,

Karang Taruna Desa , RT, RW, Hans ip dan Lembaga Kemasyarakatan
Desa dit ingkat Desa yang diatur da lam peraturan perundang-undangan
yang be. laku:
1. Sebagai Ketua atau Waki l Ketua diberi nilai bobot paling banyak 10

( sepuluh );
2. Sebagai Sekretar is atau Bendahara diberi nilai bobot paling banyak

9 ( sembi lan );
3. Sebagai Anggota diberi nilai bobot paling banyak 8 ( delapan ).

b Pengabdian sebagai Pengurus PKK ditingkat RT, PKK dit ingkat RW,
Dasawisma, Karangtaruna dit ingkat RT /RW dan Lembaga
Kemasyarakatan Desa dit ingkat RT /RW yang diatur da lam peraturan
perundang-undangan yang ber laku:
1. Sebagai Ketua atau Waki l Ketua diberi nilai bobot paling banyak 5

(llim a )
2. Sebagai Sekretaris atau Bendahara diberi nilai bobot paling banyak

4 ( e m p a t )
3. Sebagai Anggota diberi nilai bobot paling banyak 3 (t i ga )

(4) Nilai Bobot Pengabdian terhadap jabatan yang tidak diatur da lam ayat (3)
huruf a dan huruf b dan kualitas dar i mas ing-mas ing aspek yang dini lai
diserahkan peni la iannya kepada Panit ia dan dibahas dalam Rapat Panit ia.

BAB VI

TATA C AR A UJIAN P E N G A N G K A T A N P E R A N G K A T DESA LAINNYA

Pasal 12

(1) Tata cara Ujian Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya di tetapkan sebagai
berikut :
a. T im Penguji menyusun materi soal ujian tertulis untuk semua Calon.
b. Jumlah soal ujian tertulis sebanyak 100 (seratu s) soal pil ihan ganda

untuk lima mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
Perda, dengan nilai tiap soal 1 (satu ).

c. T im Penguj i menye lenggarakan ujian tertulis yang diikuti oleh semua
Calon dan member ikan penila ian hasil ujian tertul is.

d. Hasil ujian tertulis di tambah nilai bobot pengabdian , ditetapkan oleh Tim
Penguj i da lam urutan Peringkat Nilai dan di tuangkan dalam Berita Acara
yang di tandatangani oleh T im Penguj i, Panit ia dan Calon.

e. Panit ia mengum umk an peringkat nilai calon pada hari itu juga ,
berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf d.

f . Mater i soal ujian tertulis yang telah digunakan selanjutnya d imusnahkan
oleh T im Penguji , dan pemusnahan mater i soal ujian tertulis tersebut
dituangkan dalam Berita Acara.



(2) Ketentuan teknis yang belum cukup diatur dalam Tata cara Ujian
Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) , dapat diatur lebih lanjut da lam Tata Ted ib pengangkatan perangka t
desa lainnya.

Pasal 13

T im Penguj i meny iapkan soal cadangan untuk ujian ulang dalam hal terdapat
Calon dengan nilai tertinggi sama dengan mekan isme sebaga imana dimaksud
dalam Pasal 15 Perda.

Pasal 14

(1) Nilai Maks ima l untuk Peringkat Tert inggi yang diperoleh seorang Calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d adalah 115 (serat us lima
belas) yaitu terdiri dar i nilai ujian maksima l 100 (seratu s) dan nilai bobot
pengabdian maks imal 15 (li ma belas).

(2) Calon yang tidak dapat hadir mengiku t i ujian sesuai waktu dan tempat
yang telah di tentukan, diberi nilai 0 (nol) .

Pasal 15

(1) Calon yang diketahui dan terbukt i melakukan pemalsuan ident itas atau
perbuatan melawan hukum dalam proses pengangkatan sebelum
pelaksanaan ujian d i laksanakan, dinyatakan gugur sebaga i Calon dan
tidak berhak mengikut i ujian

(2) Dalam hal pemalsuan ident itas/ keterangan mengena i dir inya atau diduga
melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses pengangkatan
diketahui setelah pelaksanaan ujian, dan ternyata yang bersangkutan
mendapat nilai tert inggi, maka proses pangangkatan dan / atau pelant ikan
tetap di laksanakan, selanjutnya yang bersangkutan akan diproses sesua i
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

(1) Panit ia atau T im Penguj i yang terbukt i melakukan pelanggaran atau
kecurangan dalam menja lankan tugasnya, maka yang bersangkutan
diberhent ikan dari keanggotaannya, dengan ketentuan sebagai ber i ku t :
a. pemberhent ian keanggotaaan Panit ia di lakukan oleh Kepala Desa
b. pemberhent ian keanggotaan T im Penguj i d i lakukan oieh Ketua Panitia.



(2) Panit ia atau T im Penguj i yang terbukt i melakukan pelanggaran atau
kecurangan dengan indikas i adanya t indak pidana diproses melalu i jalur
hukum sesuai ketentuan yang ber laku.

BAB VII

M E K A N I S M E P E N G A N G K A T A N P E R A N G K A T DESA LAINNYA

Pasal 17

(1) Panit ia menyampaik an laporan pelaksanaan tugas dan mengusu lkan
pengangkatan calon yang mendapat nilai tertinggi kepada Kepala Desa.

(2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lampir i Berita
Acara Penetapan Calon, Berita Acara Penetapan Hasil Ujian Tertul is dan
Nilai Bobot Pengabdian , Berita Acara Pelaksanaan Ujian Perangkat Desa
Lainnya serta Berita Acara Pemusnaha n Soal Ujian Tertul is sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I, II, II dan IV Peraturan ini.

(3) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala desa tentang Pengangkatan
Perangkat Desa Lainnya paling lambat 14 (ernp at belas) hari sejak
diter imanya laporan.

BAB VIII

P E N G A M B I L A N S U M P A H DAN PELANTIKAN
P E R A N G K A T DESA LAINNYA

Pasal 18

(1 ) PerangKat Desa Lainnya diambi l sumpah dan dilant.k oleh Kepala Desa.

(2) Dalam hal Kepa la Desa berha langan maka pelant ikan dilakukan oleh
Sekretaris Desa.

(3) Dalam hal Kepa la Desa dan Sekretaris Desa berha langan, maka pelant ikan
di lakukan oleh Pejabat yang ditunjuk Bupat i.

(4) Pelant ikan diselenggarakan pada hari kerja dengan mengambi l tempat di
Balai Desa atau tempat lain yang ditunjuk.

(5) Susunan Acara Pelant ikan Perangkat Desa Lainnya sekurang-kurangnya :
a. P embaca an surat keputusan;
b. Pengambi lan sumpah/ janji jabatan, didampingi rokhaniwan sesuai

agamanya;



c. Pelant ikan, yaitu Kata Pelant ikan di lanjutkan penandatanganan Berita
Acara oleh pejabat yang dilant ik,saksi dan pejabat yang melant ik;

d. Penyerahan surat keputusan pengangkatan;
e. A m an at pejabat yang melant ik .

(6) Tug as Panitia berakhir satelah di lakukan pengucapan sumpah/ janj i dan
pelant ikan Perangkat Desa Lainnya.

BAB IX

M A S A J A B AT AN P E R A N G K A T DESA LAINNYA

Pasal 19

Masa Jabatan Perangkat Desa Lainnya berakhir sampa i dengan yang
bersangkutan berumur 60 (en am puluh) tahun, berdasarkan tanggal kelahiran
yang tertulis da lam Akta Kelahiran

BAB X

BIAYA P E N G A N G K A T A N P E R A N G K A T DESA LAINNYA

Pasal 20

(1) Biaya Pengangka tan Perangkat Desa Lainnya dibebankan pada A P BD es a
dan sumbangan pihak lain yang bersifat sukarela dan tidak mengikat.

(2) Rencana Anggaran Biaya diajukan oleh Panit ia kepada Kepala Desa
untuk di tetapkan.

(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat d igunakan untuk
Pengadaan Alat Tulis , Pengadaan Soal Ujian, Biaya Rapat Panit ia, Biaya
Rapat Desa/Selapanan Desa, Honora ium Panit ia/ T im Penguj i / T im
Pengawas dan Fasilitasi, Publ ikas i / Dekoras i / Dokumentas i , Keamanan
serta Pelant ikan.

(4) Biaya kegiatan harus d iupayakan seminima l nan sehemat mungkin sesuai
batas kewajaran yang sesuai kondis i Desa masing-masing dan di
per tanggungjawabkan secara t ransparan.



BAB XI

P E M B E R H E N T I A N PE RANG KA
T DESA LAINNY A

Pasal 21

(1) Surat Keputusan Pemberhent ian Perangkat Desa Lainnya diber ikan
langsung kepada yang bersangkutan atau salah satu anggota keluarga/
famili untuk mewaki l i .

(2) Pemberhent ian Perangkat Desa Lainnya karena ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Perda di lakukan apabila :
a. selama 6 (ena m) bulan berturut turut t idak dapa t melaksanakan tugas

secara berke lanjutan atau berha langan tetap karena sakit , berdasarkan
Surat Keterangan Dokter Pemer intah sesuai kewenangannya yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan kondis i fisik atau mentalnya
tidak berfungsi secara normal.

b. se lama 6 (ena m) bulan berturut-turut t idak dapa t melaksanakan tugas
secara berkelanjutan atau berha langan *etap karena tidak diketahu i
keberadaannya, berdasarkan keterangan yang dapat
d ipertanggungjawabkan atau tanpa ada keterangan yang jelas.

(3) Pemberhent ian Perangkat Desa Lainnya karena ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e Perda di lakukan apabila selama
3 (tiga ) bulan berturut turut meninggalkan tugas dan kewaj ibannya
sebagai Perangkat Desa tanpa izin dari Kepala Desa, mak a setelah
di lakukan upaya pemanggi lan, per ingatan tertulis tetap tidak
mengindahkan atau tidak diketahui keberadaannya, yang bersangkutan
diberhent ikan dari jabatannya.

BAB XII

P E N U N J U K A N P E LA K S A N A T U G A S
P E R A N G K A T DESA LAINNYA

Pasal 22

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa Lainnya dan belum
terisi pejabat definitif, maka Kepala Desa menunjuk Pelaksana Tugas
Perangkat Desa Lainnya.



Pengangka tan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Lainnya dapat berasa l
dari Kepala Urusan, Petugas Tekn is Lapangan atau Kepala Dusun
berdasarkan pert imbangan k em ampu an yang bersangkutan serta
per t imbangan lainnya sesuai kondisi desa.

Hak Pelaksana Tugas Perangkat Desa Lainnya di tetapkan dalam
Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Perangkat
Desa Lainnya.

Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diber ikan maks imal 50 % (li ma
puluh perseratus) dar i hasi l tanah bengkok atau sesuai kem ampu an Desa
dan sisanya d imasukkan ke kas desa.

BAB XIII

CUTI P E R A N G K A T DESA IJONNYA

Pasal 23

Cuti Sakit
a. mender i ta sakit sampa i dengan 1 (satu ) bulan berhak mengajukan cuti

sakit secara tertulis kepada Kepala Desa diserta i surat keterangan
dokter.

b. mender i ta sakit lebih dari 1 (satu ) bulan sampai dengan 3 (tiga ) bulan
berhak mengajukan cuti sakit secara tertulis kepada Kepala Desa
disertai surat Keterangan Dokter yang berisi keterangan mengenai
penyak itnya.

c. cuti sakit tidak dapat diberikan lebih dari 3 (tiga ) bulan.

Cuti Bersal in

a. cuti bersal in dapat diberikan se lama 3 (tiga) bulan
b untuk mendapatkan hak cuti beral in, pemohon harus mengajukan

permohonan tertulis kepada Kepala Desa dilampir i surat keterangan
dokter mengena i hari perki raan persalinannya.

Cuti Karena Alasan Penting
a. cuti karena keluarga (ayah/ ib u, istri /suami, anak, adik/kakak,

mertua/menantu) mender i ta sakit keras atau meninggal dunia.
b. cuti untuk melangsungkan perkawinan dir inya.
c. cuti untuk menunaikan ibadah haj i /umroh atau kewajiban agama

lainnya.
d. cut i karena terkena bencana atau karena alasan lainnya atas

persetujuan Kepala Desa.
e. cuti sebagaimana dimaksud huruf a,b,c dan d dapat diberikan paling

lama 2 (d ua ) bulan.



f. cuti karena alasan penting dipert imbangkan oieh Kepala Desa dengar i

memperhat ikan jumlah personil Perangkat Desa Lainnya yang ada, maksimal

30 % (t i ga ouluh per seratus ) dari jumlah seluruh Perangkat Desa Lainnya.

g. Untuk mendapatkan hak cuti karena alasan penting, yang bersangkutan harus

mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Desa disertai a lasan-

alasannya.

Pasal 24

Selama Perangkat Desa Lainnya Cuti , tugas dan kewaj ibannya di laksanakan oleh

Perangkat Desa yang tidak cuti, yang dalam menjalankan tugas dan kewaj ibannya

berdasarkan pada Surat Per intah dan Kepala Desa.

BAB XIV ....

MUTASI J A B A T A N

P E R A N G K A T DESA LAINNYA

Pasal 25

(1) Mutasi Jabatan Perangkat Desa Lainnya dapat di lakukan dengan pert imbangan:

a. peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

b. kemam pu an perangkat desa.

(2) Mutasi Jabatan Perangkat Desa Lainnya t idak dapat di lakukan karena :

a. alasan pribadi.

b. A lasan perbedaan luas tanah bengkok atau besarnya penghasi lan.

(3) Mutas i Jabatan Perangkat Desa Lainnya dapat di laksanakan disamping

berdasarkan pert imbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga perlu

memperhat ikan aspiras i masyarakat dan pert imbangan lainnya melalui

musyawarah dengan BPD serta di laksanakan dengan berpedom an pada

Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

yang telah di tetapkan.

(4) Mutasi Jaba 'an pada prinsipnya d.ipat di lakukan pada semua jabatan Perangkat

Desa Lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
•

i
(5) Perangkat Desa Lainnya yang mengalami mutasi jabatan menjadi Kepala Dusun,

maka Kepala Dusun tersebut haru*; bertempat t inggal di dusun yang dipimpinnya.



BAB XV KETENTUAN

P ER A LI H AN Pasal 26

Perangkat Desa Lainnya yang diangkat dengan sah dan mas ih melaksanakan
tugas Pada saat mulai ber lakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan
tugas sampai habis masa jabatannya sesuai ketentuan yang ber laku.

Pasal 27.

Sekretaris Desa yang diangkat secara sah dan pada saat di tetapkannya
Peraturan Bupat i ini mas ih menja lankan tugas , ber laku ketentuan sebagai
berikut:
a. apabi la yang bersangkutan memenuh i syarat untuk diangkat menjad i

Pegawai Neger i Sipil nam un belum diangkat secara sah sebagai Pegawa i
Neger i Sipil , maka dalam hal yang bersangkutan akan diberhent ikan
sementara atau diberhent ikan, berlaku ketentuan pemberhent ian sementara
dan pemberhent ian yang berlaku bagi perangkat desa lainnya sebagaimana
diatur da lam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Perda;

b. apabi la yang bersangkutan tidak memenuh i syarat untuk diangkat menjad i
Pegawai Neger i Sipil, maka yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas
sampai dengan habis masa jabatannya sesuai ketentuan yang ber laku;

c. Apabi la sekretaris Desa sebagaimana dimaksud huruf b telah habis masa
jabatannya, maka yang bersangkutan diberhent ikan oleh Bupati sesuai
ketentuan yang ber laku.

BAB XVI KET ENTUAN

PENUT UP Pasal 28

Pada saat mulai ber lakunya Peraturan Bupat i ini, maka Keputusan Bupat i
Purworejo Nomor 55 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2004 tentang Tata Cara
Pencalonan, Pengangkatan , Pelant ikan dan Pemberhent ian Perangkat Desa,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupat i ini, akan diatur lebih lanjut
oleh Bupat i.



Pasal 30

Peraturan Bupat i ini mulai berlaku pada tanggal d iundangkan.

Agar set iap orang mengetahu inya, memer in tahkah pengundangan Peraturan
Bupat i ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 21 Juli 2008

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal    : 26 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA
NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN 2008 NOMOR 14 SERI E NOMOR 12



LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 1 9 . Tahun 2008
Tanggal : 21 07 - 2008

BERITA A C A R A P E N ET A PA N
C A L O N P E R A N G K A T DESA

L A I N N Y A

N O M O R

DESA
K E C A M A T A N

1 Pada hari in< tanggal bulan
tahun bertempat

Desa Kecamatan Kabupaten
di

Purworejo
Perangkat

telah di laksanakan Rapat
Desa

Panitia da lam
Lainnya

rangka Penetapan Calon
Desa

Kecamatan Kabupaten Purworejo
2. Baka! Calon yang telah mengajukan lamaran dan resmi mendaf tarkan d:n sampai

batas waktu pendaftaran tanggal pkl sejumlah
( ) erang, sesuai urut pendaftaran yaitu :

a. Sdr
b. Sdr
c. Sdr
d. Sdr
e. Sdr

3. Berdasarkan peneli t ian terhadap lamaran yang diajukan beserta seluruh
persyaratan maka di tetapkan sebagai Calon yang berhak mengikut i ujian besok
pagi hari tanggal , adalah sebaga; berikut
a. Sdr dengan nomor ujian
b. Sdr dengan nomor ujian
c. Sdr dengan nomor ujian
d. Sdr dengan nomor ujian
e. Sdr dengan nomor ujian

4. Kami bersedia diambi l t indakan sesuai dengan ketentuan yang ber laku dalam hal
menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

Panitia,

Ketua, Sekretar is,



I
LAMPIRAN II :.Peraturan Bupati Purworejo

Nomor : 19 Tahun 2008
Tanggal : 21-07-2008

B ERI TA A C A R A P E N E T A P AN H ASI L
U J I AN T E R T U L IS DA N

NILAI B O B O T P E N G A B D I A N C A L O N
P E R A N G K A T DESA LA I N N Y A

N O M O R :
DESA
KECA MAT AN

Pada hari ini.
tahun
Penyar ingan

Calon sejumiah

tanggal bulan...
teiah di laksanakan Ujian Penyar ingan

Perangkat Desa Lainnya di
.Kecamatan. Kabupaten Purworejo

( orang, yaitu :

Calon
Desa

a Sdr — nomor ujian
h Sdr nomor ujian

Sdr .. nomor ujian
Sdr nomor ujian
Sdr nomor ujian

III. Jumlah soal 100 ( seratus ), berupa soal pilihan ganda

IV. Nilai untuk jawaban yang benar dan masing masing soal ujian adalah 1 (sat u
V. Nilai ujian yang dicapai oleh mas ing-masing Calon adalah sebagai berikut :

Sdr nomor ujian nilai u j i c

Sdr nomor ujian. nilai ujian
Sd r
Sd r
Sdr

i ICI l i I i M U  l v u j u j t i

.nomor ujian nilai ujian
u j i a n. i n i d i U J I C I I •

VI. Bobot Nilai Pengabdian masing masing Calon, yang diberikan
Ketentuan Tata Tert ib adalah sebagai berikut .

berdasarkan

Sdr nomor ujian
Sdr , nomor ujian
Sdr nomor ujian

Nilai
.Nilai
Nilai

Bobo t Pengabdia n
Bobo t Pengabdia n
Booot Pengabdian

Sdi nomor ujian Nilai Booot Pengabdian

VII.

VIII.

Sdr nomor uiian Nilai Booot Pengabdian

Urutan Peringkat Nilai yang merupakan jumlah nilai ujian tertulis di tambah nilai
bobot pengabdian mas iny -masing Calon adalah sebagai ber iku t :
I .Sdr dengan Jumlah nilai sebagai peringkat Pertama
2 Sdr dengan Jumlah niiai sebagai peringkat Kedua
3.Sdr dengan Jumlah nilai sebagai peringkat Ketiga
4.Sdr dengan Jumlah niiai sebagai peringkat Keempat
5.Sdr dengan Jumlah nilai sebagai peringkat Kelima

Dalam pelaKsanaan ujian sampai dengan selesainya koreksi hasil ujian yang
di laksanakan Tim Penguji tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan
ketentuan yang berlaku.



Dalam pelaksanaan Ujian dan koreksi hasil ujian disaksikan juga oleh para
Peserta/Calon, Panitia, Tim Pengawas dan Fasilitasi serta Undangan.

Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal
menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Ketua Panitia Tim Penguji

i ( )
2 ( )
3 ( )

Calon-calon :
1 ( )
2 ( )
3 ( )



LAMPIRAN III : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 19 Tahun 2006
Tanggal : • 21-07-2008

BERITA A C A R A
P E L A K S A N A A N UJ IAN P E R A N G K A T DESA L A I N N Y A

NOMOR

DESA
KECA MAT AN

I. Pada hari ini tanggal bulan
tahun telah di laksanakan Ujian Penyar ingan Calon
Penyar ingan Perangkat Desa Lainnya di Desa

II. Calon sejumlah

Kecamatan

(

Kabupaten Purworejo

) orang

III. Berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Ujian Tertul is dan Nilai Bobot Pengabdian
diperoleh data sebagai ber i ku t :

A. Has i l U j ian T e r t u l i s
Sdr nomor ujian mendapat Nilai Ujian
Sdr nomor ujian mendapat Nilai Ujian
Sdr nomor ujian mendapat Nilai Ujian
Sdr nomor ujian mendapat Nilai Ujian
Sdr nomor ujian mendapat Nilai Ujian
B. B o b o t Ni la i P e n g a b d i an
Sdr nomor ujian Nilai Bobot Pengabdian :
Sdr nomor ujian Nilai Bcbot Pengabdian :
Sdr nomor ujian Nilai Bobot Pengabdian :
Sdr nomor ujian Nilai Bobot Pengaodtan :
Sdr nomor ujian Nilai Bobot Pengabdian :
C. U ru t an P e r i n gk a t ( A + B )
I .Sdr dengan Jumlah ....sebagai peringkat Pertama
2.Sdr dengan Jumlah sebagai per ingkat Kedua
3.Sdr dengan Jumlah sebagai peringkat Ketiga
4.Sdr dengan Junilah sebagai peringkat Keempat
5.Sdr dengan Jumlah sebagai peringkat Kelima

IV. Berdasarkan angka III huruf C, maka Sdr sebagai urutan
Per ingkat Pertama dan mendapat Jumlah Nilai tertinggi dari Hasil Ujian Tertulis
d itambah Bobot Nilai Pengabdian, maka berhak untuk diusulkan kepada Kepala Desa
untuk ditetapkan sebagai Perangkat Desa di Desa

Kecamatan Kabupaten Purworejo.

V. Dalam pelaksanaan ujian sampai dengan selesainya koreks i hasil ujian yang
di laksanakan Tim Penguji tidak terdapat hal-hai yang bertentangan dengan ketentuan
yang berlaku.

VI. Dalam pelaksanaan Ujian dan koreksi hasil ujian dimaksud disaks ikan juga oleh para
Peserta/Calon, Panitia, T im Pengawas dan Fasilitasi serta Undangan.



VII Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam ha!
menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

,VIII. Demikian Be r ita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam penetapannya akan dilakukan pembetulan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Panitia

Ketua, Sekretaris,

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M



LAMPIRAN IV : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 19 Tahun 2008
Tanggal: 21-07-2008

BERITA ACARA Pemusnahan
Soal Ujian Tertulis Perangkat

Desa Lainnya

NOMOR:

DESA
KECAMATAN

\ 1. Pada hari ini tanggai buian
tahun bertempat di

Desa Kecamatan Kabupaten
Purworejo telah dilaksanakan Pemusnahan Soal Ujian Tertulis Calon Perangkat
Desa Lainnya oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya Desa

Kecamatan Kabupaten Purworejo.
I

2. Jumlah Soal yang dimusnahkan sebanyak bendel.
i

j 3. Pelaksanaan pemusnahan soal ujian tertulis juga disaksikan olah Tim Pengawas
dan Fasilitasi, Tim Penguji dan Perangkat Desa.

| 4. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam h^l
menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Ditetapkan di .
Pada tanggal

Panitia.

Ketua, Sekretaris,

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M



Pasal 7

Rincian besarnya Biaya Langsung dan Biaya Tidak Langsung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran II, IV dan VI Peraturan ini.

BAB IV

TIM PENGELOLA PENDAYAGUNAAN FASILITAS LATIHAN KERJA

Pasal 8

(1) Untuk keperluan tertib administrasi jalannya penyelenggaraan
Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja, dibentuk Tim Pengelola
Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja, dengan susunan keanggotaan
terdiri dari :
a. Penanggungjawab Kegiatan;
b. Pengarah;
c. Penanggungjawab Teknis;
d. Pembantu Bendahara Penerima;
e. Staf Teknis;
f. Staf administrasi Keuangan;
g. Staf Administrasi umum;
h. Kelompok Instruktur/ pekerja;
i. Pembantu Umum;

(2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
PunAorejo.
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Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Purworejo Nomor
34 Tahun 2006 tentang Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja dan Biaya
Latihan Kerja pada UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.


